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PENJELASAN 

ATAS 
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TENTANG 

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG 

BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 

 

I. UMUM 

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna 

menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak 

pada Lembaga Administrasi Negara sebagai salah satu sumber 

penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan 

pelayanan kepada masyarakat. 

Lembaga Administrasi Negara telah memiliki jenis dan tarif atas jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas 

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga 

Administrasi Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga 

Administrasi Negara. Namun, dengan diundangkannya Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak serta 

dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru dan 

penyesuaian tarif, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga 

Administrasi Negara dengan Peraturan Pemerintah. 

 



No. 6679 -2- 

II.  PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “tarif” dalam ketentuan ini merupakan 

batas tarif tertinggi. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “biaya transportasi” adalah biaya 

transportasi peserta/asesi dari kantor asal ke tempat pelatihan 

atau tempat penilaian (pulang-pergi).  

Yang dimaksud dengan “biaya akomodasi” adalah biaya 

konsumsi pagi dan malam serta biaya penginapan peserta/asesi 

selama mengikuti pelatihan atau penilaian. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-

undangan” antara lain Peraturan Menteri Keuangan yang 

mengatur mengenai standar biaya. 

 

Pasal 3 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain 

kemampuan ekonomi wilayah, penyelenggaraan kegiatan sosial, 

kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan, dan pertimbangan 
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karena keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi 

kahar, serta bagi masyarakat tidak mampu atau mahasiswa 

yang tidak mampu dan/atau berprestasi. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6  

Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

 




